
PIN 2029: Peran PBB vs Negara 
Adikuasa
PBB masih memainkan peran penting dalam tata dunia baru ke depan. Meskipun ada tantangan dan ketidakadilan 
dalam struktur dan mekanisme PBB, terutama di Dewan Keamanan, organisasi ini tetap menjadi forum utama untuk 
diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai. PBB berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia, 
melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

CSIA. Perkiraan Intelijen Nasional (PIN) 2029 ini merupakan analisis permasalahan yang akan dihadapi Indonesia 
akibat perubahan yang terjadi secara global, regional dan nasional dengan memperhatikan fakta dan tren yang terjadi 
hingga lima tahun mendatang. Dokumen ini akan membahas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 
bagaimana negara-negara adidaya, khususnya yang memiliki hak veto di dewan keamanan PBB, menangani berbagai 
konflik yang terjadi diberbagai belahan dunia hingga tahun 2029. Analisis ini didasarkan pada data intelijen dari 
berbagai sumber, termasuk data terbuka, data rahasia, dan analisis pakar.



Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
dalam Tata Dunia Baru
Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tata dunia baru sangatlah penting dan kompleks. Dalam dunia yang 
semakin terglobalisasi, PBB menghadapi tantangan baru yang membutuhkan adaptasi dan inovasi. Salah satu peran 
utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan peran ini menjadi semakin kompleks 
dengan munculnya tantangan baru seperti terorisme, perubahan iklim, dan konflik antarnegara yang melibatkan 
teknologi canggih. Selain itu, PBB juga berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan hak 
asasi manusia, dan mengatasi berbagai isu global lainnya. PBB terus berupaya untuk menjadi forum dialog dan kerja 
sama internasional yang efektif, yang mencakup mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam 
menghadapi berbagai masalah global, serta memastikan bahwa kepentingan semua negara terwakili dalam 
pengambilan keputusan internasional.

Namun, PBB menghadapi beberapa tantangan serius dalam tata dunia baru. Misalnya, ketidakadilan dalam struktur 
Dewan Keamanan PBB, di mana negara-negara adidaya memiliki hak veto, memberikan mereka pengaruh yang tidak 
proporsional dalam pengambilan keputusan. Contohnya, ketika Amerika Serikat dan Rusia menggunakan hak veto 
untuk memblokir resolusi PBB terkait konflik Suriah, hal ini menghambat upaya internasional untuk mencapai solusi 
damai. Pengaruh negara-negara adidaya juga terlihat dalam bidang bantuan pembangunan. Seringkali, bantuan 
pembangunan digunakan untuk mempromosikan kepentingan politik negara-negara adidaya, bukan untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya. Hal ini dapat menghambat negara-negara berkembang dalam 
mencapai target pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan ketidaksetaraan global.

Selain itu, negara-negara adidaya juga seringkali mengabaikan atau menggagalkan upaya PBB dalam menyelesaikan 
konflik internasional. Misalnya, saat PBB berusaha menengahi konflik antara Israel dan Palestina, negara-negara 
adidaya seringkali tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya PBB, karena mereka memiliki kepentingan 
politik dan ekonomi yang berbeda di wilayah tersebut. Dampaknya, konflik-konflik internasional seringkali berlarut-larut 
dan berujung pada ketidakstabilan global, yang merugikan negara-negara menengah dan kecil yang tidak memiliki 
kekuatan untuk membela diri atau menegosiasikan solusi yang adil.

PBB juga menghadapi tantangan dalam mengatasi isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, 
pandemi global, dan ketidaksetaraan ekonomi. Negara-negara adidaya seringkali memiliki pandangan yang 
berbeda tentang solusi untuk masalah-masalah ini, yang menghambat PBB dalam mencapai konsensus dan 
mengambil tindakan yang efektif.

PBB menghadapi tantangan dalam hal pendanaan, karena ketergantungannya pada kontribusi negara-negara 
anggota. Negara-negara adidaya seringkali tidak memberikan kontribusi yang cukup, yang menghambat PBB 
dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

PBB juga menghadapi tantangan dalam menghadapi kritik dari masyarakat internasional, yang menganggap PBB 
tidak efektif dalam mengatasi masalah global. Banyak yang menilai PBB sebagai organisasi yang terlalu birokratis, 
lamban, dan tidak responsif terhadap kebutuhan dunia.



Peranan Negara-negara Adikuasa dalam Tata 
Dunia Baru
Negara-negara adidaya, dengan kekuatan ekonomi, militer, dan politik yang besar, memiliki peran yang signifikan 
dalam membentuk tata dunia baru. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan global, 
menjalankan misi diplomatik, dan mengatur peraturan internasional. Kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk 
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan global, mulai dari perdagangan dan keuangan hingga keamanan dan politik. 
Misalnya, Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan militernya untuk mempengaruhi kebijakan internasional di 
Timur Tengah, sementara Cina menggunakan kekuatan ekonominya untuk membangun pengaruh di Asia Tenggara.

Dalam era globalisasi, peran negara-negara adidaya semakin kompleks. Mereka berusaha untuk menjaga pengaruh 
mereka di tengah munculnya kekuatan baru dan tantangan global seperti terorisme, perubahan iklim, dan 
ketidakstabilan ekonomi. Sebagai aktor dominan dalam tata dunia, negara-negara adidaya sering kali berhadapan 
dengan konflik kepentingan dan persaingan dalam menetapkan aturan main global. Misalnya, konflik antara Amerika 
Serikat dan Rusia di Ukraina menunjukkan persaingan dalam pengaruh geopolitik.

Di tengah dinamika tata dunia baru, negara-negara adidaya dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan 
kekuasaan dan menjalankan misi diplomatik yang berkelanjutan. Mereka harus mencari cara untuk berkolaborasi 
dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global dan memperkuat tata dunia yang adil dan 
berkelanjutan. Sebagai contoh, negara-negara adidaya dapat bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim, yang 
merupakan ancaman global yang membutuhkan upaya bersama.



Ketidakadilan Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB telah lama dikritik karena ketidakadilan dalam strukturnya. Lima anggota tetap dengan hak 
veto – Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris Raya, dan Prancis – memiliki pengaruh yang tidak proporsional dalam 
pengambilan keputusan. Mereka dapat memblokir resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, bahkan jika 
didukung oleh mayoritas negara anggota. Sementara itu, negara-negara anggota lainnya, yang mewakili mayoritas 
populasi dunia, memiliki suara yang terbatas. Mereka hanya dapat memberikan suara "ya" atau "tidak", tanpa memiliki 
kekuatan untuk memblokir resolusi. Sistem ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang memungkinkan 
negara-negara adidaya untuk mengabaikan kepentingan negara-negara yang lebih kecil dan untuk memaksakan 
kebijakan mereka yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.

Ketidakadilan ini semakin terasa dalam konteks dunia yang terus berubah. Seiring dengan perkembangan global, 
negara-negara berkembang memiliki suara yang lebih kuat dalam organisasi internasional lainnya, seperti WTO dan 
WHO. Mereka semakin menuntut reformasi Dewan Keamanan PBB untuk mencerminkan perubahan kekuatan global 
dan untuk memberikan representasi yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Hal ini menjadi semakin 
mendesak mengingat tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, pandemi, dan terorisme, 
yang memerlukan solusi bersama dan kolaboratif. Dewan Keamanan, dengan strukturnya yang tidak adil, tidak dapat 
secara efektif menangani tantangan global ini.

Reformasi Dewan Keamanan PBB menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan representasi yang adil dan 
efektif. Beberapa proposal untuk reformasi mencakup perluasan keanggotaan tetap dan memberikan suara yang lebih 
besar kepada negara-negara berkembang, serta dengan mengubah mekanisme pengambilan keputusan, misalnya 
dengan memperkenalkan sistem pemungutan suara proporsional. Dengan cara ini, Dewan Keamanan PBB dapat 
menjadi lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia. Reformasi ini akan memberikan negara-negara 
berkembang dengan lebih banyak pengaruh dan suara dalam urusan global, yang pada akhirnya akan mengarah pada 
solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk tantangan global.



Pengaruh Negara Adidaya dalam Penyelesaian 
Konflik

Dukungan Militer

Negara-negara adidaya sering kali memberikan 
bantuan militer kepada negara-negara yang terlibat 
dalam konflik, baik dalam bentuk senjata, pelatihan, 
atau pasukan. Bantuan ini dapat menguntungkan 
satu pihak dalam konflik dan memperumit upaya 
perdamaian. Misalnya, dalam konflik di Suriah, 
Amerika Serikat telah memberikan dukungan 
militer kepada kelompok-kelompok oposisi, 
sementara Rusia telah mendukung rezim Assad. 
Dukungan militer ini telah memperpanjang konflik 
dan menyebabkan lebih banyak pertumpahan 
darah.

Diplomasi

Negara adidaya memiliki pengaruh besar dalam 
organisasi internasional seperti Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka dapat 
menggunakan pengaruh ini untuk mempromosikan 
solusi damai untuk konflik atau bahkan untuk 
menghalangi solusi yang tidak menguntungkan 
mereka. Misalnya, dalam konflik di Ukraina, 
Amerika Serikat dan sekutunya telah menggunakan 
pengaruh mereka di PBB untuk mengutuk invasi 
Rusia dan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi 
terhadap Rusia. Namun, Rusia, sebagai anggota 
tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki hak veto dan 
dapat memblokir resolusi PBB yang tidak 
menguntungkan mereka.

Ekonomi

Negara adidaya memiliki kekuatan ekonomi yang 
besar dan dapat menggunakannya untuk 
memengaruhi kebijakan negara-negara lain. 
Mereka dapat memberikan bantuan ekonomi atau 
menjatuhkan sanksi ekonomi untuk mendorong 
negara-negara agar bertindak sesuai dengan 
keinginan mereka. Misalnya, Amerika Serikat telah 
menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk 
menekan negara-negara agar mendukung 
kebijakan mereka terhadap Iran dan Korea Utara. 
Negara-negara berkembang yang sangat 
bergantung pada bantuan ekonomi dari negara-
negara adidaya sering kali terpaksa tunduk pada 
tekanan ekonomi mereka.

Propaganda

Negara adidaya sering kali menggunakan media 
dan propaganda untuk memengaruhi opini publik 
tentang konflik. Mereka dapat menyebarkan 
informasi yang bias untuk mendukung pihak 
tertentu atau untuk mendelegitimasi pihak lain. 
Misalnya, selama Perang Dingin, Uni Soviet dan 
Amerika Serikat menggunakan propaganda untuk 
menyebarkan ideologi mereka dan untuk mengutuk 
ideologi lawan mereka. Propaganda ini telah 
menyebabkan polarisasi dan permusuhan antara 
negara-negara.

Pengaruh negara adidaya dalam penyelesaian konflik dapat memiliki dampak yang luas dan berkepanjangan. Penting 
untuk memahami peran mereka dalam konflik dan bagaimana pengaruh mereka dapat memengaruhi upaya 
perdamaian. Ketidakseimbangan kekuatan yang diciptakan oleh negara adidaya sering kali mengarah pada solusi 
yang tidak adil dan berkelanjutan, dan mempersulit upaya untuk mencapai perdamaian.



Kepentingan Negara vs. Aturan Internasional
Dalam tatanan dunia yang kompleks ini, seringkali terjadi konflik antara kepentingan nasional dan aturan internasional. 
Negara-negara seringkali memprioritaskan kepentingan nasional mereka, bahkan jika hal itu berarti melanggar aturan 
internasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang 
berdasarkan aturan, realitasnya adalah bahwa negara-negara cenderung lebih mementingkan keuntungan mereka 
sendiri.

Contohnya, kita dapat melihat bagaimana negara-negara adidaya seringkali bertindak di luar aturan internasional 
untuk mencapai tujuan strategis mereka. Misalnya, Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan ekonomi mereka 
untuk menekan negara-negara agar mendukung kebijakan mereka terhadap Iran dan Korea Utara. Rusia, sebagai 
anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki hak veto dan dapat memblokir resolusi PBB yang tidak 
menguntungkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa aturan internasional tidak selalu efektif dalam mengatur perilaku 
negara-negara, terutama negara-negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang kuat.

Konflik antara kepentingan nasional dan aturan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan 
dunia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi 
masalah ini, diperlukan upaya bersama dari semua negara untuk membangun tatanan dunia yang berdasarkan aturan 
dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem hukum internasional, mendorong diplomasi dan 
dialog, serta membangun rasa saling percaya di antara negara-negara.



Negara-negara Menegah dan Kecil sebagai 
Korban
Dalam dinamika tata dunia yang penuh dengan kepentingan, negara-negara medium dan kecil seringkali menjadi 
korban dari persaingan dan konflik antara negara-negara adidaya. Keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan 
kemampuan militer membuat mereka rentan terhadap tekanan dan manipulasi. Negara-negara adidaya, dengan 
pengaruh ekonomi dan militer mereka, dapat dengan mudah menekan negara-negara medium dan kecil untuk 
mengikuti kebijakan mereka, bahkan jika kebijakan tersebut merugikan kepentingan negara-negara yang lebih kecil.

Sebagai contoh, negara-negara Afrika seringkali menjadi sasaran dari eksploitasi sumber daya alam mereka oleh 
negara-negara adidaya. Perusahaan-perusahaan dari negara-negara adidaya dapat dengan mudah mendapatkan 
akses ke sumber daya alam negara-negara Afrika, sementara keuntungan yang dihasilkan tidak selalu kembali ke 
negara-negara Afrika. Ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana negara-negara medium dan kecil menjadi 
korban dari kepentingan negara adidaya.

Contoh lain adalah negara-negara di Asia Tenggara, yang seringkali menjadi medan pertempuran proxy antara negara-
negara adidaya. Konflik di Laut China Selatan, misalnya, melibatkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat 
dan China, yang menggunakan negara-negara di Asia Tenggara sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis mereka. 
Negara-negara di Asia Tenggara, yang terjebak di antara negara-negara adidaya, seringkali menjadi korban dari konflik 
yang tidak mereka inginkan.

Penting bagi negara-negara adidaya untuk menyadari bahwa tindakan mereka memiliki dampak yang besar terhadap 
negara-negara medium dan kecil. Penting juga untuk membangun sistem internasional yang lebih adil dan demokratis, 
di mana suara negara-negara medium dan kecil dapat didengarkan dan dihormati.



Reformasi Dewan Keamanan PBB

1 Ketidakseimbangan Kekuatan

Dewan Keamanan PBB didominasi oleh lima 
negara adidaya dengan hak veto, yaitu Amerika 
Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. 
Dominasi ini seringkali menyebabkan 
ketidakseimbangan dalam pengambilan 
keputusan. Negara-negara berkembang, yang 
mewakili mayoritas populasi dunia, memiliki suara 
yang minim, menghasilkan ketidakadilan dalam 
representasi dan pengambilan keputusan. 
Misalnya, negara-negara Afrika, yang menghadapi 
banyak konflik dan krisis kemanusiaan, memiliki 
suara yang sangat kecil dalam Dewan Keamanan. 
Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam 
penanganan konflik dan krisis kemanusiaan di 
benua Afrika.

2 Keterbatasan Respon terhadap 
Tantangan Global

Struktur Dewan Keamanan PBB saat ini dinilai 
tidak efektif dalam menanggapi tantangan global 
yang semakin kompleks. Contohnya, dalam 
menghadapi perubahan iklim, Dewan Keamanan 
PBB belum mampu mengambil tindakan yang 
tegas dan efektif. Hal ini dikarenakan keengganan 
negara-negara adidaya untuk berkompromi dan 
mencapai kesepakatan bersama. Terorisme dan 
krisis kemanusiaan juga merupakan tantangan 
global yang sulit diatasi oleh Dewan Keamanan 
PBB. Kurangnya koordinasi dan kesatuan langkah 
di antara negara-negara anggota menjadi kendala 
utama dalam mengatasi masalah ini.

3 Peningkatan Representasi

Reformasi Dewan Keamanan PBB harus 
mencakup perluasan keanggotaan, termasuk 
memberikan kursi permanen kepada negara-
negara berkembang. Misalnya, Afrika, Asia, dan 
Amerika Latin, yang mewakili mayoritas populasi 
dunia, seharusnya mendapatkan kursi permanen 
di Dewan Keamanan. Hal ini akan menciptakan 
representasi yang lebih adil dan meningkatkan 
legitimasi Dewan Keamanan PBB di mata dunia. 
Dengan representasi yang lebih adil, Dewan 
Keamanan PBB akan lebih mampu mencerminkan 
kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara 
berkembang, serta lebih efektif dalam 
menanggapi tantangan global.

4 Transparansi dan Akuntabilitas

Proses pengambilan keputusan di Dewan 
Keamanan PBB perlu lebih transparan dan 
akuntabel. Reformasi harus melibatkan 
mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif 
dari negara-negara anggota. Misalnya, melalui 
konsultasi publik dan pengawasan yang lebih 
ketat terhadap penggunaan hak veto. 
Transparansi dan akuntabilitas akan 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
Dewan Keamanan PBB dan memastikan bahwa 
keputusan yang diambil sesuai dengan 
kepentingan dan nilai-nilai internasional.



Peran PBB dalam Menjaga Perdamaian Dunia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk 
menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB memiliki berbagai peran penting dalam upaya menjaga perdamaian 
dunia, yaitu:

1 Diplomasi dan Negosiasi

PBB berperan sebagai mediator dalam konflik 
internasional untuk mencapai penyelesaian 
damai. PBB memfasilitasi dialog antara pihak-
pihak yang berkonflik dan mencari solusi yang 
dapat diterima oleh semua pihak. Contohnya, PBB 
berhasil memediasi perjanjian damai antara Israel 
dan Palestina pada tahun 1993. PBB juga berhasil 
memediasi perjanjian damai antara Suriah dan 
Israel pada tahun 2000.

2 Penjaga Perdamaian

PBB memiliki pasukan penjaga perdamaian yang 
ditempatkan di berbagai wilayah konflik untuk 
memisahkan pihak yang berkonflik, melindungi 
warga sipil, dan mengawasi gencatan senjata. 
Pasukan penjaga perdamaian PBB telah berhasil 
menjaga perdamaian di berbagai negara, seperti 
di Lebanon, Kongo, dan Sudan Selatan.

3 Pencegahan Konflik

PBB berupaya mencegah konflik sebelum terjadi 
dengan membangun dialog, menyelesaikan 
sengketa secara damai, dan membantu negara-
negara dalam membangun kapasitas untuk 
memelihara perdamaian. PBB telah berhasil 
mencegah konflik di berbagai negara, seperti di 
Rwanda dan Burundi. PBB juga berhasil 
mencegah konflik di berbagai negara, seperti di 
Afganistan dan Irak.

4 Bantuan Kemanusiaan

PBB memberikan bantuan kemanusiaan kepada 
negara-negara yang terdampak konflik, bencana 
alam, atau krisis lainnya. Bantuan tersebut 
meliputi makanan, air bersih, obat-obatan, dan 
tempat berlindung. PBB telah berhasil 
memberikan bantuan kemanusiaan kepada 
negara-negara yang terkena dampak konflik, 
bencana alam, atau krisis lainnya. PBB juga telah 
berhasil memberikan bantuan kemanusiaan 
kepada negara-negara yang terkena dampak 
konflik, bencana alam, atau krisis lainnya.

PBB juga berperan dalam membangun stabilitas politik dan ekonomi, meningkatkan hak asasi manusia, dan 
mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara yang terkena dampak konflik. Melalui upaya kolektif dan 
komitmen anggota-anggotanya, PBB terus berupaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan aman bagi 
semua.



Peran Negara Adikuasa dalam Menjaga 
Perdamaian Dunia
Peran negara-negara adikuasa dalam menjaga perdamaian dunia merupakan topik yang kompleks dan penuh dengan 
tantangan. Negara-negara adikuasa, dengan kekuatan militer, ekonomi, dan diplomatik yang besar, memiliki pengaruh 
yang signifikan dalam konflik internasional. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan militer 
mereka untuk intervensi dalam konflik, atau menggunakan pengaruh ekonomi dan diplomatik mereka untuk menekan 
negara-negara yang terlibat dalam konflik.

Di satu sisi, negara-negara adikuasa dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempromosikan penyelesaian 
konflik secara damai. Mereka dapat memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai, atau menyediakan 
bantuan keuangan dan teknis untuk membangun perdamaian. Mereka juga dapat memainkan peran penting dalam 
membangun kembali masyarakat yang hancur akibat konflik. Di sisi lain, pengaruh negara-negara adikuasa dapat 
menjadi sumber konflik jika kepentingan mereka berbeda dalam suatu konflik.

Sebagai contoh, dalam konflik Suriah, peran negara-negara adikuasa telah menjadi faktor yang memperumit situasi. 
Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara Eropa memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik tersebut, yang 
telah menyebabkan intervensi militer yang bertentangan, dukungan untuk kelompok-kelompok yang bertikai, dan 
hambatan dalam upaya penyelesaian damai.

Peran negara-negara adikuasa dalam menjaga perdamaian dunia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai-nilai 
dan ideologi mereka, serta kepentingan nasional mereka. Perkembangan geopolitik dan perubahan dalam 
keseimbangan kekuatan global juga dapat mempengaruhi peran negara-negara adikuasa dalam konflik internasional. 
Oleh karena itu, penting bagi negara-negara adikuasa untuk menggunakan pengaruh mereka dengan bijak dan 
bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap perdamaian 
dunia.



Konflik Kepentingan Antara Negara Adikuasa

Pengaruh Militer

Negara adikuasa, dengan kekuatan militer, 
ekonomi, dan diplomatik yang besar, memiliki 
pengaruh yang signifikan dalam konflik 
internasional. Mereka memiliki kemampuan untuk 
menggunakan kekuatan militer mereka untuk 
intervensi dalam konflik, atau menggunakan 
pengaruh ekonomi dan diplomatik mereka untuk 
menekan negara-negara yang terlibat dalam 
konflik.

Perbedaan Kepentingan

Konflik kepentingan ini dapat memicu 
ketidakstabilan regional dan global. Perselisihan 
antara negara adidaya dapat berdampak luas, tidak 
hanya pada negara-negara yang terlibat langsung, 
tetapi juga pada negara-negara kecil dan 
menengah.



Dampak Konflik Kepentingan terhadap Negara 
Lain
Konflik kepentingan antar negara adikuasa, khususnya dalam konteks Dewan Keamanan PBB, dapat memiliki dampak 
negatif yang signifikan terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara menengah dan kecil. Dampak-dampak 
ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari proses penyelesaian konflik hingga isu-isu global yang lebih luas.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah keterlambatan dalam penyelesaian konflik. Ketika negara adikuasa 
terjebak dalam perselisihan, mereka mungkin enggan atau tidak bersedia untuk bertindak secara tegas dalam 
menyelesaikan konflik yang melibatkan negara-negara lain, bahkan jika konflik tersebut berpotensi mengancam 
perdamaian dunia. Sebagai contoh, dalam konflik Suriah, perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Rusia 
telah menyebabkan terhambatnya upaya diplomatik untuk mengakhiri perang dan menciptakan solusi politik yang 
berkelanjutan. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik tersebut, yang telah 
menyebabkan intervensi militer yang bertentangan, dukungan untuk kelompok-kelompok yang bertikai, dan hambatan 
dalam upaya penyelesaian damai.

Selain itu, konflik kepentingan antar negara adikuasa juga dapat menciptakan pengaruh yang tidak seimbang dalam 
Dewan Keamanan PBB. Negara adikuasa seringkali menggunakan kekuatan politik dan ekonomi mereka untuk 
memengaruhi keputusan Dewan Keamanan dan memihak negara-negara tertentu, bahkan jika hal itu merugikan 
negara lain yang lebih kecil. Negara-negara kecil yang tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat 
seringkali menjadi korban dari ketidakadilan dan ketidakseimbangan kekuatan ini. Sebagai contoh, dalam kasus 
konflik di Palestina, negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Israel telah menggunakan pengaruh mereka 
untuk memblokir resolusi PBB yang bertujuan untuk mencapai solusi damai dan adil. Hal ini menunjukkan bagaimana 
negara adikuasa dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, bahkan jika hal 
itu merugikan negara-negara kecil dan menengah.

Dampak negatif lainnya adalah ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Negara adikuasa mungkin memilih untuk 
mengalokasikan bantuan kepada negara-negara tertentu yang sejalan dengan kepentingan mereka, mengurangi akses 
negara-negara lain terhadap bantuan yang dibutuhkan. Misalnya, dalam kasus krisis kemanusiaan di Yaman, negara-
negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi telah mengalihkan bantuan kepada kelompok-kelompok 
tertentu yang sejalan dengan kepentingan mereka, sementara negara-negara lain yang membutuhkan bantuan tidak 
mendapatkan akses yang adil. Hal ini memperburuk situasi kemanusiaan di Yaman dan menunjukkan bagaimana 
konflik kepentingan antar negara adikuasa dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Konflik kepentingan antar negara adikuasa juga dapat memicu ketidakstabilan regional, terutama di negara-negara 
yang berada di dekat wilayah konflik. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal, kekerasan, dan pelanggaran hak 
asasi manusia. Sebagai contoh, konflik di Ukraina, yang melibatkan Rusia dan negara-negara Barat, telah memicu 
ketidakstabilan regional dan menyebabkan meningkatnya ketegangan di kawasan Eropa Timur. Konflik ini telah 
menyebabkan pengungsian massal, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan infrastruktur, yang berdampak 
buruk terhadap penduduk sipil. Selain itu, konflik ini juga telah meningkatkan risiko konfrontasi militer antara Rusia 
dan negara-negara Barat, yang dapat berpotensi memicu perang besar.

Tidak hanya berdampak pada negara-negara tertentu, konflik kepentingan antar negara adikuasa juga dapat 
memperburuk masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit menular. Negara-negara kecil yang 
tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat seringkali menjadi korban dari ketidakadilan dan 
ketidakseimbangan kekuatan ini. Sebagai contoh, dalam kasus perubahan iklim, negara-negara adikuasa seperti 
Amerika Serikat dan Tiongkok, yang merupakan penghasil emisi terbesar, telah seringkali gagal mencapai 
kesepakatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Hal ini menyebabkan dampak negatif yang lebih besar bagi 
negara-negara kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, kekeringan, 
dan bencana alam.



Upaya Negara-negara Menegah dan Kecil untuk 
Menyeimbangkan Kekuatan
Negara-negara menengah dan kecil, yang seringkali menjadi korban dari konflik kepentingan antar negara adikuasa, 
menghadapi tantangan besar dalam upaya menyeimbangkan kekuatan global. Dominasi negara-negara adidaya telah 
menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan internasional, yang merugikan 
negara-negara yang tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat. Dalam konteks ini, negara-negara 
menengah dan kecil berupaya untuk mendapatkan tempat yang lebih signifikan dalam tata dunia, dengan 
menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan internasional.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama regional dan internasional. Negara-negara 
menengah dan kecil berkolaborasi untuk membangun koalisi dan memperkuat suara kolektif mereka di berbagai 
forum internasional. Mereka mengadvokasi untuk reformasi kelembagaan internasional, khususnya Dewan Keamanan 
PBB, yang dianggap tidak adil dan tidak representatif. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan suara yang lebih 
kuat kepada negara-negara menengah dan kecil dalam pengambilan keputusan mengenai keamanan global, serta 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Dewan Keamanan.

Selain itu, negara-negara menengah dan kecil juga berupaya untuk memperkuat kemampuan diplomatik dan mencari 
solusi damai dalam penyelesaian konflik. Mereka mendorong dialog dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan 
perbedaan, menentang penggunaan kekuatan militer. Dalam konflik yang melibatkan negara-negara adidaya, negara-
negara menengah dan kecil seringkali menjadi korban, karena konflik ini dapat memicu ketidakstabilan regional dan 
menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mendorong diplomasi dan solusi damai, negara-negara 
menengah dan kecil berharap dapat mencegah eskalasi konflik dan melindungi kepentingan mereka.

Upaya negara-negara menengah dan kecil bukanlah hal yang mudah. Mereka dihadapkan pada tantangan yang 
kompleks, termasuk kekurangan sumber daya, kurangnya pengaruh di dunia internasional, dan tekanan dari negara-
negara adidaya. Namun, keberhasilan mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk bersatu dan menunjukkan 
kekuatan kolektif mereka di panggung dunia. Dengan membangun koalisi yang kuat dan memperkuat suara kolektif 
mereka, negara-negara menengah dan kecil dapat memainkan peran yang lebih penting dalam membentuk tata dunia 
yang lebih adil dan berkelanjutan.



Peran Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi 
Kebijakan PBB
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memengaruhi kebijakan PBB, terutama dalam konteks tata dunia baru 
yang kompleks dan penuh tantangan. Organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok masyarakat, dan individu dapat 
memberikan pengaruh signifikan pada agenda PBB melalui berbagai cara, khususnya dalam hal mendorong reformasi 
dan akuntabilitas.

Salah satu cara masyarakat sipil dapat memengaruhi kebijakan PBB adalah dengan melakukan advokasi untuk isu-isu 
tertentu, seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kemiskinan. Organisasi non-pemerintah dapat melobi negara 
anggota PBB dan badan-badan terkait untuk mendorong pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan 
rakyat dan melindungi hak asasi manusia. Contohnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, NGO dapat 
memberikan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan dan mendorong penyelesaian konflik 
secara damai.

Masyarakat sipil juga dapat memberikan keahlian dan sumber daya untuk mendukung program-program PBB di 
berbagai bidang. Misalnya, NGO dapat membantu dalam memberikan bantuan kemanusiaan, membangun kapasitas 
masyarakat lokal, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Keahlian dan sumber daya ini dapat membantu 
PBB dalam mencapai tujuan-tujuannya dan memberikan dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat global.

Selain itu, masyarakat sipil dapat berperan penting dalam pemantauan dan pelaporan tentang pelanggaran hak asasi 
manusia atau masalah kemanusiaan. NGO yang beroperasi di lapangan dapat mengumpulkan informasi dan data 
yang akurat tentang situasi di lapangan, yang kemudian dapat mereka laporkan kepada PBB dan badan-badan 
internasional lainnya. Informasi ini dapat membantu PBB dalam mengambil tindakan yang lebih efektif dan tepat 
waktu untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia.

Masyarakat sipil juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu global, seperti 
perubahan iklim, konflik, dan kemiskinan. Dengan melakukan kampanye dan edukasi, masyarakat sipil dapat 
mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya PBB untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kesadaran publik yang tinggi 
dapat meningkatkan tekanan pada negara anggota PBB untuk mengambil tindakan yang lebih konkret dalam 
mengatasi masalah global.

Peran masyarakat sipil dalam memengaruhi kebijakan PBB sangat penting karena mereka dapat memberikan 
perspektif yang beragam dan penting dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat sipil mewakili suara rakyat 
dan dapat membantu PBB dalam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan dunia. Dengan demikian, 
masyarakat sipil merupakan mitra penting bagi PBB dalam membangun tata dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan 
damai.



Tantangan PBB dalam Menghadapi Isu-Isu 
Global
PBB menghadapi tantangan besar dalam mengatasi isu-isu global yang semakin kompleks dan saling terkait. Hal ini 
dikarenakan berbagai faktor, seperti perubahan iklim, pandemi global, konflik bersenjata, dan ketidaksetaraan 
ekonomi. Situasi ini telah menguji kemampuan PBB untuk menjalankan mandatnya dalam menjaga perdamaian dan 
keamanan dunia, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup manusia dan planet bumi. Peningkatan suhu 
global, naiknya permukaan air laut, dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi mengancam sumber daya alam, 
ketahanan pangan, dan kesehatan manusia. PBB berperan penting dalam mengoordinasikan upaya global untuk 
mengatasi perubahan iklim, melalui kerangka kerja seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 
(UNFCCC) dan Perjanjian Paris. Namun, implementasi kebijakan dan komitmen negara-negara anggota masih 
menjadi kendala. Misalnya, negara-negara maju belum sepenuhnya memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca dan menyediakan pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang dalam beradaptasi 
dengan perubahan iklim.

Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan betapa rentannya dunia terhadap krisis kesehatan global. PBB berperan 
penting dalam membantu negara-negara anggota untuk mengatasi pandemi, seperti dengan menyediakan bantuan 
medis, mendukung penelitian dan pengembangan vaksin, serta mendorong kerja sama internasional. Namun, 
kurangnya akses terhadap vaksin dan sumber daya kesehatan di negara-negara berkembang menjadi tantangan 
besar dalam mengatasi pandemi secara efektif. PBB juga menghadapi tantangan dalam mengatasi kesenjangan 
akses terhadap informasi dan teknologi kesehatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi pandemi secara efektif.

Konflik bersenjata dan ketidaksetaraan ekonomi juga merupakan tantangan besar bagi PBB dalam 
menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Konflik bersenjata menyebabkan penderitaan manusia, kehancuran infrastruktur, dan pengungsian massal. PBB 
berupaya untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui diplomasi, mediasi, dan peacekeeping operations. 
Namun, konflik yang semakin kompleks dan melibatkan aktor non-negara seperti kelompok teroris dan organisasi 
kriminal transnasional menjadi tantangan bagi PBB dalam menjalankan mandatnya. Konflik sering kali melibatkan 
perebutan sumber daya alam, wilayah, atau pengaruh politik, yang menghambat upaya PBB dalam mencapai 
penyelesaian damai.

Ketidaksetaraan ekonomi semakin memperdalam jurang pemisah antara negara kaya dan miskin, dan menciptakan 
ketidakstabilan sosial dan politik. PBB berupaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi melalui program-
program pembangunan, seperti Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals. Namun, 
kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi PBB dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Kesenjangan ekonomi juga dapat menyebabkan migrasi massal, yang dapat menimbulkan tekanan pada negara-
negara penerima dan memperburuk konflik sosial.

PBB perlu terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini 
dapat dilakukan dengan memperkuat struktur dan mekanisme organisasi, meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota, organisasi regional, dan masyarakat sipil. 
PBB juga perlu mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak aktor non-negara, seperti bisnis dan organisasi 
masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan.



Inovasi dalam Struktur dan Mekanisme PBB
PBB, sebagai organisasi internasional yang berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, terus 
menghadapi tantangan baru di abad ke-21. Untuk mengatasi tantangan ini, PBB membutuhkan inovasi dalam struktur 
dan mekanismenya. Inovasi tersebut meliputi:

Reformasi Dewan Keamanan PBB: Dewan Keamanan PBB, sebagai badan utama PBB yang bertanggung jawab 
untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menghadapi kritik karena kurang representatif dan tidak 
adil. Reformasi Dewan Keamanan PBB, yang meliputi perluasan keanggotaan tetap dan perubahan mekanisme 
pengambilan keputusan, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi Dewan Keamanan. Salah 
satu proposal reformasi yang diajukan adalah menambahkan negara-negara seperti India, Brazil, Jerman, dan 
Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, dengan mempertimbangkan kontribusi mereka terhadap 
perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan dapat diubah dengan 
memberikan suara yang lebih kuat kepada negara-negara berkembang, yang mewakili mayoritas populasi dunia.

Peningkatan Peran dan Keterlibatan Negara-negara Berkembang: Negara-negara berkembang merupakan 
mayoritas anggota PBB. Peningkatan peran dan keterlibatan negara-negara berkembang dalam pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan program PBB sangat penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Ini dapat 
dicapai melalui mekanisme konsultasi yang lebih inklusif, di mana negara-negara berkembang memiliki 
kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain 
itu, PBB dapat memberikan dukungan lebih besar kepada negara-negara berkembang untuk membangun 
kapasitas mereka dalam menjalankan peran mereka dalam organisasi internasional.

Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Lebih Efektif: PBB perlu mengembangkan mekanisme 
penyelesaian konflik yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan baru, seperti konflik berbasis identitas, 
terorisme, dan kejahatan transnasional. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian 
konflik adalah dengan melibatkan lebih banyak aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan 
organisasi internasional lainnya. PBB juga dapat mengembangkan strategi yang lebih komprehensif untuk 
mengatasi akar penyebab konflik, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi.

Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan dan 
perdamaian. PBB perlu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sipil dalam program dan kebijakan 
PBB. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, seperti dialog dan konsultasi 
dengan organisasi masyarakat sipil. PBB juga dapat memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat sipil 
untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam memainkan peran mereka dalam pembangunan dan 
perdamaian.

Inovasi dalam struktur dan mekanisme PBB merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi 
organisasi dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.



Partisipasi Negara-negara Berkembang dalam 
Proses Pengambilan Keputusan PBB

Meningkatkan Suara dan 
Pengaruh

Partisipasi aktif negara-negara 
berkembang dalam proses 
pengambilan keputusan PBB sangat 
penting untuk memastikan bahwa 
kepentingan mereka terwakili dan 
dipertimbangkan dengan baik. 
Melalui partisipasi yang lebih besar, 
negara-negara berkembang dapat 
memperjuangkan isu-isu prioritas 
seperti pembangunan berkelanjutan, 
pengentasan kemiskinan, dan 
perubahan iklim. Dengan memiliki 
suara yang kuat, negara-negara 
berkembang dapat mendorong PBB 
untuk mengambil tindakan yang 
lebih efektif dalam mengatasi 
tantangan global yang memengaruhi 
mereka secara langsung. Selain itu, 
mereka dapat mendorong PBB untuk 
mengadopsi pendekatan yang lebih 
inklusif dan mempertimbangkan 
kebutuhan khusus negara-negara 
berkembang.

Membangun Konsensus dan 
Kerjasama

Partisipasi yang efektif dalam proses 
pengambilan keputusan PBB 
memerlukan dialog dan negosiasi 
konstruktif dengan negara-negara 
lain. Negara-negara berkembang 
dapat memainkan peran penting 
dalam membangun konsensus dan 
mencapai kesepakatan yang 
menguntungkan semua pihak. 
Mereka dapat berperan sebagai 
jembatan antara negara-negara 
maju dan negara-negara 
berkembang, membantu meredakan 
ketegangan dan membangun 
kompromi yang berkelanjutan. 
Dengan berpartisipasi secara aktif 
dalam negosiasi, negara-negara 
berkembang dapat memastikan 
bahwa hasil dari keputusan PBB 
tidak hanya mencerminkan 
kepentingan negara-negara maju, 
tetapi juga mempertimbangkan 
kebutuhan dan aspirasi negara-
negara berkembang.

Memberdayakan Negara-
negara Berkembang

Dengan melibatkan negara-negara 
berkembang dalam proses 
pengambilan keputusan, PBB dapat 
membantu memberdayakan mereka 
dan meningkatkan kapasitas mereka 
dalam menghadapi tantangan 
global. Partisipasi aktif dalam PBB 
dapat mendorong transfer 
pengetahuan dan teknologi dari 
negara-negara maju ke negara-
negara berkembang. PBB juga dapat 
membantu membangun lembaga 
dan infrastruktur yang kuat di 
negara-negara berkembang, 
sehingga mereka memiliki 
kemampuan untuk menjalankan 
peran mereka dalam organisasi 
internasional. Dengan terlibat secara 
penuh dalam PBB, negara-negara 
berkembang dapat membangun 
kapasitas dan kemampuan mereka 
untuk mengatasi tantangan dan 
mewujudkan tujuan pembangunan 
berkelanjutan.



Peran Indonesia dalam Menghadapi Tantangan 
Keamanan Non-tradisional
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan wilayah yang luas dan beragam, menghadapi tantangan keamanan 
non-tradisional yang kompleks. Tantangan ini mencakup terorisme, kejahatan transnasional, perubahan iklim, dan 
bencana alam. Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui 
diplomasi, kerja sama internasional, dan peningkatan kapasitas nasional.

Dalam menghadapi terorisme, Indonesia telah meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan, termasuk dengan 
membangun sistem intelijen dan penegakan hukum yang kuat. Indonesia juga aktif terlibat dalam kerja sama 
internasional untuk memerangi terorisme, seperti melalui Forum Regional ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia telah 
berkontribusi dalam program pelatihan dan pertukaran informasi dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk 
meningkatkan kapasitas dalam menghadapi terorisme.

Tantangan kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia, diatasi dengan 
meningkatkan kerja sama lintas batas dan dengan negara-negara tetangga. Indonesia juga telah meningkatkan 
kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan transnasional. Salah satu contohnya adalah 
pembentukan satuan tugas khusus untuk penanganan kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai instansi 
terkait, seperti kepolisian, bea cukai, dan imigrasi.

Perubahan iklim dan bencana alam merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Indonesia telah mengambil langkah-
langkah untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk dengan program reboisasi dan 
pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga telah meningkatkan sistem penanggulangan bencana alam, 
termasuk dengan membangun infrastruktur yang tahan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 
Sebagai contoh, Indonesia telah meluncurkan program nasional untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan 
ketahanan terhadap bencana alam, yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, swasta, dan 
masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan keamanan non-tradisional secara efektif, Indonesia membutuhkan strategi yang 
komprehensif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penting juga 
untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kerja sama internasional untuk memperkuat upaya pencegahan, 
penindakan, dan mitigasi. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi tantangan 
keamanan non-tradisional dan mengembangkan strategi yang tepat untuk kondisi nasional.



Kolaborasi Indonesia dengan Organisasi Regional 
dalam Menyelesaikan Konflik
Indonesia, sebagai negara dengan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia, telah menjalin kolaborasi erat 
dengan organisasi regional untuk menyelesaikan konflik. Organisasi regional seperti ASEAN, organisasi regional yang 
dibentuk pada tahun 1967, telah menjadi wadah bagi Indonesia untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik 
yang terjadi di Asia Tenggara. Indonesia telah berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik, seperti konflik di 
Timor Leste dan konflik di Filipina Selatan. Sebagai contoh, Indonesia memainkan peran kunci dalam membantu 
negosiasi perdamaian antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pada tahun 1996, 
yang membantu mengurangi kekerasan di Mindanao.

Kolaborasi Indonesia dengan organisasi regional dalam menyelesaikan konflik didasari oleh prinsip-prinsip 
penyelesaian damai dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Indonesia, melalui organisasi regional, berperan 
dalam membangun dialog, memfasilitasi negosiasi, dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik. 
Kolaborasi ini juga mencakup upaya untuk mencegah konflik melalui dialog dan penyelesaian masalah secara 
konstruktif. Salah satu contohnya adalah inisiatif Indonesia dalam membentuk Forum Regional untuk Dialog dan 
Kerjasama tentang Penanggulangan Terorisme, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan negara mitra, bertujuan 
untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam memerangi terorisme di Asia Tenggara.

Dalam rangka memperkuat kolaborasi regional, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum internasional, 
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Melalui forum-forum tersebut, 
Indonesia dapat berbagi pengalaman dan strategi dalam menyelesaikan konflik, serta membangun konsensus 
internasional untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan adil. Sebagai contoh, Indonesia telah 
berpartisipasi aktif dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan telah berkontribusi dalam membangun 
kapasitas negara-negara anggota OKI dalam menyelesaikan konflik secara damai.



Peran Indonesia dalam mempromosikan 
pembangunan berkelanjutan
Indonesia memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional dan 
global. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang kaya, Indonesia memiliki tanggung 
jawab untuk memastikan bahwa pembangunannya berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang. 
Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 
seperti:

Menerapkan kebijakan dan program untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan 
terhadap perubahan iklim, seperti melalui program REDD+ dan pengembangan energi terbarukan.

Meningkatkan akses terhadap energi terbarukan dan efisiensi energi, seperti melalui program pengembangan 
energi surya dan geotermal.

Melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti melalui program konservasi hutan dan 
pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti melalui program peningkatan akses 
pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan program pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan.

Meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak, seperti melalui program pendidikan 
gratis dan program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja.

Indonesia juga aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui 
keterlibatannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia telah menjadi anggota Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB (ECOSOC) dan telah memainkan peran penting dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan 
PBB. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan ASEAN untuk 
mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 
hidup rakyatnya dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, Indonesia telah meluncurkan program 
"Indonesia Sustainable Development Goals (SDGs) National Action Plan" untuk mencapai SDGs secara nasional.



Upaya Indonesia dalam Menjaga Kepentingan 
Nasional dan Perdamaian Dunia
Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia dan kepentingan nasionalnya. Upaya Indonesia 
dalam menjaga perdamaian dunia terwujud dalam partisipasinya di berbagai organisasi internasional, seperti PBB, 
ASEAN, dan G20. Indonesia secara aktif terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, memberikan kontribusi 
pasukan dan personel sipil dalam misi di berbagai negara, seperti di Lebanon, Sudan Selatan, dan Republik Afrika 
Tengah.

Indonesia juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara. Melalui diplomasi 
aktif dan dialog antarnegara, Indonesia berhasil membantu meredam konflik di Filipina Selatan dan membantu proses 
perdamaian di Myanmar. Indonesia juga aktif mendorong dialog antaragama untuk mencegah konflik antaragama, 
seperti yang terlihat pada forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan di Indonesia.

Dalam menjaga kepentingan nasional, Indonesia fokus pada upaya meningkatkan ekonomi, sosial, dan politik negara. 
Hal ini mencakup meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti dengan negara-negara di Afrika dan 
Amerika Latin, mempromosikan investasi asing, dan membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, kereta api, dan 
bandara.

Indonesia juga mendorong pengembangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. 
Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas regional, melalui kerjasama dengan negara-negara 
ASEAN dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya terbatas, Indonesia tetap berkomitmen dalam mendorong perdamaian dan 
keamanan dunia. Melalui diplomasi aktif dan kontribusi nyata, Indonesia berusaha mewujudkan visi dunia yang damai, 
adil, dan sejahtera. Indonesia juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang terkena 
bencana alam, seperti bantuan untuk korban gempa bumi di Nepal dan bantuan untuk korban tsunami di Aceh.



Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan analisis terhadap perkiraan intelijen nasional hingga tahun 2029, dapat disimpulkan bahwa PBB masih 
memainkan peran penting dalam tata dunia baru. Meskipun ada tantangan dan ketidakadilan dalam struktur dan 
mekanisme PBB, terutama di Dewan Keamanan, organisasi ini tetap menjadi forum utama untuk diplomasi dan 
penyelesaian konflik secara damai. PBB berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia, melindungi hak asasi 
manusia, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Peran negara-negara adidaya juga sangat signifikan dalam tata dunia baru. Meskipun terdapat konflik kepentingan di 
antara mereka, negara-negara adidaya memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan global. Penting 
bagi negara-negara adidaya untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkomitmen untuk menjaga 
stabilitas dan keamanan internasional. Pengaruh negara-negara adidaya dalam penyelesaian konflik sering kali 
menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi negara-negara menengah dan kecil.

Konflik di Timur Tengah menunjukkan bagaimana pengaruh negara-negara adidaya dapat memperburuk konflik dan 
menghambat upaya perdamaian. Stabilitas regional dan global hanya dapat tercapai jika negara-negara adidaya 
bekerja sama dan menghormati hukum internasional.

Beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan: Reformasi Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk mencapai keadilan 
dan representasi yang lebih baik. Reformasi ini harus melibatkan negara-negara berkembang dan mempertimbangkan 
kebutuhan dunia yang berubah. Negara-negara menengah dan kecil harus bersuara dan memperjuangkan 
kepentingan mereka dalam forum internasional, bekerja sama untuk membangun kekuatan kolektif dan menentang 
ketidakadilan. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong perubahan dan akuntabilitas di PBB, 
mengawasi kinerja PBB dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan keamanan dan 
pembangunan global. Indonesia harus aktif dalam organisasi regional dan internasional untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional dan membangun kerja sama yang konstruktif. Indonesia juga harus terus berupaya 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional.


